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Mengingat:

BUPATI HALMAHERA BARAT
IATLOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NoMoR: 118/KPTS / Yfi/Za?,4

TENTANG
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT KE MASA TRANSISI

BENCANA ERUPSI GUNUNG API IBU
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,
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Tanggap Darurat dari yang semlrla di Level IV IAWASJ berdasarkan Surat Kepala Pusat
\/',1,1.'-^l^-; ,-l-^ I\1 iri^--; D^^^-^.' r. ,,^l^^i Iln'-anrn-ir- CCnIID I I\l^*^- L1o t ^^ lrl t\a lDrrt l"1t\1 Avr.{il1(lliUluEi ucll lYtlLrE,oJl UttIL.ltId U-UrUtrl I\rtlrcttLcirdrr LJvrrlr\.r jtUllIUl Wt ),LdP/ UL.UJ/ tti;l iLtul
tgi 16 Mei ZA24ke Level III ISIAGA) berdasarl<an Surat Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi
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menetapkan status langgap darurat ke masa transisi bencana eri.lpsi Gubung Api IbLr di Kabupaten
LI-l*-1.^-- D^-^i

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan
Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Status Tanggap Darurat ke Masa Transisi
Bencana Erupsi Gunung Api lbu di Kabupaten Halmahera Barat.

. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23
IJarurat'l'ahun 1957 tentang Pembentukan IJaerah-claerah Sw,atantra Tingkat ll Dalaut
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

Z. [Jndang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara,
Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubal:r
Dengan Undang-undang Nornor 6 Tahun 2OOA;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera
Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten
Halmelrerc Tilnur den Kota Tidor-e Kepuleuen di Proyinsi lt4a!ukLr Utara;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmal":era
lJtara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabnpaten
Halurahera Tiuur dan Kota Tidore Kepulauan cli Provinsi Maluku lJtara;
Undang-undang Nomor l-7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara;

Undang-undang Nomor 24 Tahr:n 2Q07 tentang Penanggulangan Bencana;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2A14 ftntang Pemerintahan Daerah;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Pena nggulangan Bencana;

10- Peraturan Pemerintah Nornar 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan
Bantuan Bencana;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.OSlZAl3 tentang Mekanisme

pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O1B tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 20SB
tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2AL1
tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;

17. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9
tahun 2008 tentang prosedur tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan
Bencana;

18. Peraturan Kepala Badan Nasional Peanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2O2O
tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

|alan Pengabdian Desa Jati Porniti. Kec. Jailolo Kode Pos_97752
Kabupaten llalmahera Barat - Maluku Utara Telp. tA922} ZZ?].AOL, Fax [0922J 2221AAt
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idernperha tikan:

1. SuratKepalaPusatVuklanologidanMitigasiBencanaGeologiKementerianESDMR.lNomor6T9.LaplGL.A3lBGV/2A24t91
16 Mei 2024 tentang Kenaikan tingakt aktivitas Gunung Api lbu dari Level III (SIAGAJ menjadi Level IV [.AWAS]I

2. Srirat Kepaia Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.{. Nomor: B9B.Lap/GL.A3IBGV 12A24 t9102
t./ri2A2, perihal: Penyampaian evaluasi aktivitas G. Ibu, Maluku Utara daiamtingkataktivitas Level Ill ISIAGA] PERIODE

??-?O llni ?O24 pemantar!an- Visual : selama Ieriode 23-30 Jrrni lQl 4 ast;t kar,.,ah l!tama hern,arna pLrt:h, krla.hr: rlan

hitam dengan intensitas tipis, sedang hingga tebal tinggi sekitar 100-7.000 meter dari puncak. Cuaca cerah hingga hujan,

angin lemah hingga sedang kearah ntara, timur Iau! timur, seiatan, barat daya, barat dan barat laut, dan pada tanggai 26

funi2A24 pukul 11.44 teramati letusan dengan tinggi 7.000 me[er dan lvarna asap kelabu dan hitam condong kearah

selatan dan barat daya. Rekomendasi : berdasarkan hasil analisis dan evaluasi secara menyeluruh hingga 1 l::iri 2A24,

maka iingkat aktivitas Gunung lbu tetap pada Level Ill ISIAGA].

3. iiasii rapai Fos Klimando Tanggap Darurat Erupsi Cunr-rng Api lbu ilan Tirl Pusat Vuikanuiugi cian &iiiigasi Bencarta

Geologi [PV}4BGJ tg] 04 J:ulii2A24 sepakat menetapkan Status Tanggap Damratke Masa Transisi selama 7 (tujuhJ

haridaritgl 05 lluJi 2A24 sampaidengan 11 ltiiZA24.

MEMUTUSKAN:

IVtrenetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELI.MA

KEENAM

Menetapkan Status Tanggap Darurat Ke Masa Transisi Bencana Erupsi GunungApi lbtt di
Kabupaten Halmahera Barat.

Penetapan Status Tanggap Darurat Ke Masa Transisi Bencana sebagaimana di maksucl
pada Diktum Kesatu berlaku selama 7 [TujuhJ hari terhitung sejak tanggal AS luli 2A24
hingga tanggal 11 Iuli 2024.

Status Tanggap Darurat ke Masa Transisi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, maka
Pos Komando Tanggap Darurat dapat melakukan pemulangan pengLrngsi secara bertahap
dengan memperhatikan situasi dan kondisi kondusif dilapangan.

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api lbu yang dibentuk deugan SK
Bupati Haimahera Barat iriomor :1OB7Kpis7ViiZ$24 tetap meiaksanakan tugas dengan
berpedoman sesuai ketentuau peraturan perundang-undatrgan yang berlaku.
Segala biaya yang tirnbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah IAPBDJ serta sumber lain yang sah dan tidak
nrengikat sesuai dengau peraturan perundaug-undangan yang berlaku.

: Su ratKeputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apaLrila dikemudian hari
terdapat kekeliruan didaiamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

I)itetapkan di : Jail

Pada tanggal : 05

BUPATI

MES UA}IG

2A24

BARAT,

?'effibusmt djsampsikqn l<epg th:
1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB] R.l di Jakarta,
2, Gubernnr Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di failolo,
4. Kepala Peiaksana Badarr Penanggulangan Bencana D:rerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
5" Kepala Pelaksana BPBD Kab. Halmahera Barat cli |ailoto.
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